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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

  Pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam pengembangan 

ekonomi, sosial dan kemasyarakatan di masa depan. Hal ini sejalan dengan salah 

satu tujuan kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 

1945 (selanjutnya disingkat “UUD 1945”) yakni kemerdekaan bangsa Indonesia 

adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan tinggi seyogyanya diarahkan 

dalam rangka perwujuduan cita-cita luhur bangsa tersebut.  

  Sebagai upaya manifestasi cita-cita luhur untuk memajukan kesejahteraan dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, pada pertengahan tahun 2022 pemerintah 

menerbitkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

(selanjutnya disingkat “RUU Sisdiknas”) yang menjadi polemik di masyarakat. 

RUU Sisdiknas tersebut memuat usulan penetapan seluruh Perguruan Tinggi 

Negeri (selanjutnya disingkat “PTN”) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan 

Hukum (selanjutnya disingkat “PTN BH”) dalam jangka waktu 8 tahun sejak 

RUU tersebut diundangkan. Sebagian pihak memproyeksi rencana ini sebagai 

kesempatan bagi PTN untuk berlari, unggul dan berdaya saing
1
; sedangkan 

sebagian lain menganggap rencana tersebut akan menyebabkan uang kuliah 
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semakin mahal.
2
 Maka dari itu, diperlukan pengaturan hukum yang tepat dalam 

pengelolaan PTN BH demi tercapainya tujuan pendidikan dan terhindarnya 

penyalahgunaan wewenang. 

  Perguruan tinggi di Indonesia dikategorikan menjadi 2 klasifikasi berdasarkan 

kepemilikiannya, yakni PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (selanjutnya disingkat 

“PTS”).
3
 Kemudian, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat “PP 4/2014”), PTN di Indonesia 

dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni PTN dengan pola pengelolaan keuangan 

negara pada umumnya atau PTN Satuan Kerja Kementerian (selanjutnya disingkat 

“PTN Satker”), PTN dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 

(selanjutnya disingkat “PTN BLU”) dan PTN dengan pola pengelolaan yang 

berbentuk badan hukum (selanjutnya disingkat “PTN BH”). Pasal tersebut 

menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dilaksanakan 

secara selektif berdasarkan evaluasi menteri terhadap PTN Satker, PTN BLU dan 

PTN BH.  

  Perbedaan PTN Satker, PTN BLU dan PTN BH terletak pada fleksibilitas tata 

kelola internalnya. PTN Satker operasionalnya berada di naungan kementerian, 

sehingga, semua pemasukannya harus masuk ke rekening kementerian dahulu 
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Kebudayaan, Riset dan Teknologi; sedangkan PTS merupakan perguruan tinggi yang dikelola 

secara mandiri oleh swasta seperti yayasan, lembaga maupun organisasi. 



sebelum dapat digunakan.
4
 Sedangkan, PTN BLU dan PTN BH memiliki 

keleluasaan lebih dibandingkan dengan PTN Satker yang mana PTN BLU dapat 

mengelola sendiri pendapatan bukan pajaknya dan PTN BH yang memiliki 

otonomi penuh dalam pengelolaan keuangan dan sumber dayanya.
5
 Hal tersebut 

menunjukkan PTN BH mempunyai kuasa penuh dalam manajemen internalnya. 

  Keleluasaan yang dimiliki PTN BH membuat kampus-kampus yang berstatus 

PTN BH identik dengan kemandirian dan keunggulan. Hal tersebut tampak pada 

pemeringkatan oleh Quacquarelli Symonds World University Rankings 

(selanjutnya disingkat “QS WUR”). Pada pemeringkatan untuk tahun 2024, QS 

WUR menggunakan 9 indikator untuk mengukur kinerja universitas di dunia, 

yakni reputasi akademik, reputasi pemberi kerja, rasio mahasiswa di fakultas, 

sitasi per fakultas, rasio fakultas bertaraf internasional, rasio mahasiswa 

internasional, jaringan riset internasional, kemampuan alumni mendapatkan 

pekerjaan dan keberlanjutan.
6
 Hasil dari pemeringkatan ini menunjukkan bahwa 9 

dari 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia ditempati oleh PTN BH.
7
  

 

                                                             
4
 “Mengenal Lebih Lanjut Status Perguruan Tinggi Negeri: PTN-BH, PTN-BLU, Dan PTN-

Satker,” Inspektorat Jenderal Kemendikbud, last modified 2023, accessed October 28, 2023, 

https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-lebih-lanjut-status-perguruan-tinggi-negeri-ptn-bh-

ptn-blu-dan-ptn-satker/. 
5
 “Mengenal Lebih Lanjut Status Perguruan Tinggi Negeri: PTN-BH, PTN-BLU Dan PTN 

Satker,” Itjen Kemdikbud, last modified 2023, accessed January 12, 2024, 

https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-lebih-lanjut-status-perguruan-tinggi-negeri-ptn-bh-

ptn-blu-dan-ptn-satker/#:~:text=Status-status tersebut adalah adalah,Negeri sebagai Satuan Kerja 

Kementerian). 
6
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Tabel 1 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Tahun 2021-2024 

Versi QS WUR 

Perguruan 

Tinggi 

WUR 

2021
8
 

WUR 

2022
9
 

WUR 

2023
10

 

WUR 

2024
11

 
Status 

UI 305 290 248 237 PTN BH 

UGM 254 254 231 263 PTN BH 

ITB 313 303 235 281 PTN BH 

Unair 521-530 465 369 345 PTN BH 

IPB 531-540 511-520 449 489 PTN BH 

ITS 751-800 751-800 701-750 621-630 PTN BH 

Unpad 801-1000 801-1000 751-800 661-670 PTN BH 

Undip 1001+ 1001-1200 801-1000 791-800 PTN BH 

UB 1000+ 1001-1200 801-1000 801-850 PTN BH 

Binus 801-1000 1001-1200 
1001-

1200 

1001-

1200 
PTS 

Sumber: Quacquarelli Symonds, 2020-2023 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Universitas Bina Nusantara (selanjutnya 

disingkat “Binus”) menjadi satu-satunya PTS yang masuk peringkat 10 besar 

perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi QS WUR. Binus berada pada rentang 

peringkat 801-1000 pada tahun 2021, 1001-1200 pada tahun 2022, 1001-1200 

pada tahun 2023 dan 1001-1200 pada tahun 2024. Sedangkan, 9 perguruan tinggi 

lain yang masuk 10 kampus terbaik di Indonesia dan peringkat di bawah 1200 di 

dunia diduduki oleh PTN BH. Bahkan, 6 dari 9 PTN BH tersebut konsisten naik 
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peringkat, seperti Universitas Indonesia (selanjutnya disingkat “UI”) yang 

menempati peringkat 305 pada tahun 2021, 290 pada tahun 2022, peringkat 248 

pada tahun 2023 dan peringkat 237 pada tahun 2024; Universitas Airlangga 

(selanjutnya disingkat “Unair”) pada peringkat 521-530 pada tahun 2021, 465 

pada tahun 2022, 369 pada tahun 2023 dan 345 pada tahun 2024; dan Institut 

Teknologi Sepuluh November (selanjutnya disingkat “ITS”) berada pada rentang 

peringkat 751-800 pada tahun 2021, 751-800 pada tahun 2022, 701-750 pada 

tahun 2023 dan 621-630 pada tahun 2024.  

Keunggulan yang melekat pada PTN BH juga tampak pada akreditasi institusi 

yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (selanjutnya 

disingkat “BAN PT”) pada 5 PTN yang baru saja ditetapkan menjadi PTN BH 

pada tahun 2022 seperti tertuang dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 2 Perbandingan Akreditasi Sebelum dan Setelah Menjadi PTN BH 

Periode UNNES
12

 UNY
13

 UNSYIAH
14

 UNESA
15

 UNP
16

 

2022-

Sekarang 
Unggul Unggul Unggul Unggul Unggul 

2017-2021 A A A A A 

2016 A A A B A 

2015 B B A B B 

2014 B B C B B 

 Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2024 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa saat ditetapkan menjadi PTN BH pada 

tahun 2022 dan hingga saat ini, Universitas Negeri Semarang (selanjutnya 

disingkat “UNNES”), Universitas Negeri Yogyakarta (selanjutnya disingkat 

“UNY”), Universitas Syiah Kuala (selanjutnya disingkat “UNSYIAH”), 

Universitas Negeri Surabaya (selanjutnya disingkat “UNESA”) dan Universitas 

Negeri Padang (selanjutnya disingkat “UNP”) naik akreditasinya dari akreditas 

“A” sebelum PTN BH pada tahun 2017 hingg 2021 menjadi akreditasi “Unggul” 

setelah menyandang status PTN BH pada tahun 2022. Meskipun kenaikan 

akreditasi secara simultan telah terjadi dalam 10 tahun terakhir, akreditasi 

“Unggul” ini kembali menguatkan persepsi bahwa PTN BH unggul dibandingkan 

kategori PTN lainnya. Pemeringkatan dan akreditasi unggul yang diperoleh PTN 

BH tersebut sejalan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat 

“Permendikbud 88/2014”) terkait kriteria penetapan PTN menjadi PTN BH yang 

di antaranya adalah 60% program studi terakreditasi unggul dan kemampuan 

menghimpun dana di luar biaya pendidikan. 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 

tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH (selanjutnya disingkat 

“26/2015”), PTN BH merupakan PTN bentukan pemerintah yang memiliki status 

sebagai badan hukum publik yang otonom. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), otonom memiliki makna berdiri sendiri, dengan pemerintahan 

sendiri, kelompok sosial yang mempunyai hak dan kekuasaan untuk menentukan 



arah atas tindakannya.
17 

Artinya, PTN BH berhak melakukan pengaturan 

pengelolaannya secara mandiri atau otonom. 

Otonomi dalam pengelolaan PTN BH ditegaskan pemerintah dalam PP 

4/2014 yang berupa kewenangan mengatur sendiri urusan akademik dan 

nonakademik. 

Tabel 3 Perbandingan Otonomi Akademik dan Nonakademik 

Otonomi Akademik Otonomi Nonakademik 

Penerapan norma dan kebijakan 

operasional tridarma Perguruan 

Tinggi, yakni: 

1. pendidikan; 

2. penelitian; dan 

3. pengabdian kepada masyarakat 

Penerapan norma dan kebijakan 

operasional serta pelaksanaan: 

1. organisasi; 

2. keuangan; 

3. kemahasiswaan, 

4. ketenagaan; dan 

5. sarana dan prasarana. 

Sumber: Pasal 23 PP Nomor 4 Tahun 2014 

Tampak pada Tabel 3 bahwa otonomi akademik meliputi bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, otonomi nonakademik 

mencakup bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan serta sarana 

dan prasarana. Meskipun menyatakan PTN BH memiliki otonomi, pemerintah 

ikut mengatur pengelolaan otonomi perguruan tinggi khususnya pada bidang 

nonakademik yang diindikasikan membuat pengelolaan nonakademik PTN BH 

tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Indikasi ketidaksesuaian pengaturan pengelolaan bidang nonakademik 

tampak dalam pengaturan pengelolaan keuangan dan ketenagaan. Dalam 

pengelolaan keuangan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 
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Tahun 2015 (selanjutnya disingkat “PP 26/2015”) juncto Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2020 (selanjutnya disingkat “PP 8/2020”) yang mengatur bentuk 

dan mekanisme pendanaan PTN BH sehingga PTN BH harus mengikuti ketentuan 

pemerintah dalam penggunaan pendapatannya. Sedangkan, dalam hal ketenagaan, 

adanya dugaan tumpang tindih aturan yang disebabkan tidak diterapkannya PP 

4/2014 yang mengatur tentang hak PTN BH untuk mandiri dalam mengelola 

tenaga kerjanya.  

Sebagai institusi pendidikan, PTN BH memiliki tugas utama dalam 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat 

dioptimalisasi agar tercipta kemandirian dan kemajuan. Namun, Direktur 

Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis, Indra 

Charismiadji, menyampaikan bahwa salah satu penyebab biaya kuliah mahal 

adalah karena otonomi pengelolaan PTN BH tidak menitikberatkan pada anggaran 

riset yang dapat dikomersialisasikan seperti kampus-kampus di luar negeri.
18

 

Kebijakan menjadikan PTN sebagai PTN BH di Indonesia, justru berwujud 

pengurangan subsidi pemerintah terhadap PTN
19

 karena masuknya pemerintah 

dalam pengelolaan pendapatan dan sumber dayanya. Akibat status berbadan 

hukum ini, PTN BH dituntut untuk hidup mandiri akan tetapi di sisi yang lain 

PTN BH tidak dapat melaksanakan kemandirian itu sendiri. 
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Pelaksanaan otonomi nonakademik PTN BH yang diduga tidak sejalan 

marwahnya membuat pengelolaan PTN BH rentan akan pelanggaran karena 

ketidakpastian hukum. Hal ini dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

(selanjutnya disingkat “KPK”) bahwa korupsi di perguruan tinggi paling banyak 

dilakukan oleh pejabat struktural pimpinan perguruan tinggi. Beberapa temuan 

diantaranya adalah dugaan korupsi Rp10,3 miliar oleh rektor Universitas 

Sumatera Utara dalam kasus pembangunan kampus terpadu UNISU Medan tahun 

2008, dugaan korupsi Rp85 miliar oleh mantan rektor Unair dalam pembangunan 

rumah sakit Unair tahun 2016, dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur 

mandiri oleh rektor Universitas Lampung tahun 2022, penetapan rektor 

Universitas Udayana sebagai tersangka korupsi SPI mahasiswa baru jalur mandiri 

sebesar Rp105,39 miliar
20

 dan yang terbaru pelaporan rektor Universitas Sebelas 

Maret ke KPK atas dugaan korupsi anggaran.
21

  

Menurut kajian yang dilakukan oleh  Indonesia Corruption Watch 

(selanjutnya disingkat “ICW”), sejak 2016 sampai dengan 2021, perguruan tinggi 

menjadi institusi pendidikan yang paling merugikan negara dengan total dana 

yang dikorupsi sebesar Rp789,8 miliar.
22

 Ada 12 bentuk korupsi di perguruan 

tinggi menurut ICW, seperti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, 
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dana pendidikan atau corporate social responsibility (CSR), dana beasiswa 

mahasiswa, anggaran internal perguruan tinggi, UKT mahasiwa, penjualan aset 

perguruan tinggi, dana penelitian, suap dalam penerimaan mahasiswa baru, suap 

terkait akreditasi program studi atau perguruan tinggi, suap dalam pemilihan 

pejabat di internal perguruan tinggi, jual beli nilai dan gratifikasi mahasiswa 

kepada dosen.
23 

 

KPK menyatakan bahwa permasalahan dalam pengelolaan anggaran 

pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, yang berkontribusi dalam peningkatan 

potensi korupsi, disebabkan oleh 4 faktor, yaitu pengendalian internal yang lemah, 

sistem administrasi yang tidak mumpuni, adanya kekosongan pengawasan dan 

pengawasan publik atau sosial yang kurang.
24

 Mengingat akan besarnya peran 

yang diemban perguruan tinggi, utamanya PTN BH, diperlukan pengaturan yang 

berkepastian hukum dalam pengelolaannya agar dapat mendukung implementasi 

cita-cita luhur bangsa dan terhindar dari permasalahan di kemudian hari. 

Keberhasilan otonomi pada perguruan tinggi hanya dapat dicapai melalui 

keseimbangan antara otonomi di bidang akademik dan bidang nonakademik 

seperti tata kelola dan manajemen keuangan
25

 yang membutuhkan dukungan 

penuh pemerintah. Menurut penulis, pengaturan pengelolaan bidang nonakademik 

penting untuk dilaksanakan sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis dan 

yuridis pengaturan pengelolaan perguruan tinggi. Hal ini didasari karena besarnya 
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potensi baik berupa kemajuan maupun permasalahan pada bidang nonakademik 

PTN BH apabila tidak dikelola dengan baik dan sejalan dengan ketentuannya. 

Selain itu, urgensi pengaturan ini juga berkaitan dengan rencana pemerintah 

menjadikan seluruh PTN sebagai PTN BH sebagaimana tertuang dalam RUU 

Sisdiknas. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji pengaturan 

pengelolaan nonakademik ini secara dalam melalui sebuah tesis yang berjudul, 

“Konstruksi Hukum Pengaturan Pengelolaan Nonakademik Perguruan Tinggi 

Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan Otonomi Perguruan Tinggi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis melakukan penelitian secara 

lebih mendalam dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pengaturan pengelolaan 

nonakademik PTN BH berdasarkan otonomi perguruan tinggi? 

2. bagaimana mekanisme pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH 

berdasarkan otonomi perguruan tinggi agar terhindar dari penyalahgunaan 

dan memenuhi unsur kepastian hukum? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan isu hukum yang dikemukakan pada latar belakang, tujuan dan 

kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 



1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan filosofis, sosiologis dan yuridis 

pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH berdasarkan otonomi 

perguruan tinggi; dan 

b. Untuk menganalisis dan menemukan mekanisme pengaturan pengelolaan 

nonakademik PTN BH berdasarkan otonomi perguruan tinggi agar terhindar 

dari penyalahgunaan dan memenuhi unsur kepastian hukum. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis yang diharapkan penulis melalui penelitian ini adalah 

1) dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik secara umum dalam 

pengembangan hukum ke depannya dan secara khususnya dalam 

pengaturan hukum pengelolaan nonakademik PTN BH; dan 

2) dapat menambah wawasan dan perbendaharaan literatur bagi perguruan 

tinggi terkait pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH;  

b. Manfaat praktis yang juga diharapkan penulis melalui penelitian ini adalah 

1) dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan secara langsung 

maupun tidak langsung bagi masyarakat, pemerintah dan juga sektor 

pendidikan tinggi terkait dengan pengaturan pengelolaan nonakademik 

PTN BH agar terhindar dari penyalahgunaan dan memenuhi unsur 

kepastian hukum; dan 



2) dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya terkait dengan 

masalah hukum secara umum dan secara khusus pada bidang pengelolaan 

nonakademik PTN BH.  

D. Kerangka Teoritis 

1. Grand Theory  

Penulis menggunakan teori keadilan Pancasila sebagai landasan pemikiran 

pada tingkat makro penelitian ini. Teori keadilan Pancasila merupakan teori 

hukum yang menjadikan kandungan-kandungan dalam Pancasila sebagai pijakan 

karena kemampuannya memberikan nilai-nilai keadilan dalam pembaharuan 

hukum di Indonesia yang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan 

yang belum mampu dijangkau oleh hukum.
26

 Teori ini lahir sebagai bentuk 

peleburan atas teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum 

integratif yang semuanya berlandaskan pada living law di masyarakat dan nilai-

nilai adat istiadat dari bangsa Indonesia itu sendiri.
27

  

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta teori keadilan 

Pancasila memiliki 5 asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, yakni:
28
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a. asas ketuhanan, bahwa produk hukum tidak boleh bertentangan, menolak 

ataupun bertentangan dengan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa; 

b. asas perikemanusiaan, bahwa hukum wajib menjadi pelindung bagi warga 

negara dan mengedepankan harkat martabat manusia;  

c. asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus 

mampu mempersatukan kehidupan berbangsa dan menghormati keragaman 

budaya bangsa; 

d. asas demokrasi, bahwa adanya keharusan kekuasaan untuk tunduk pada 

hukum dan bukan sebaliknya dengan demokrasi yang berlandaskan 

permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah; dan 

e. asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban 

yang sama di muka hukum.  

Penggunaan teori keadilan Pancasila dalam penulisan tesis ini adalah terkait 

dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila terutama asas keadilan sosial 

yang semestinya terimplementasi dengan baik dalam ketentuan perundang-

undangan terkait pengaturan pengelolaan keuangan PTN BH. Hal ini 

dilatarbelakangi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk 

menyengam pendidikan sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan UUD 

1945.  

 



2. Middle Theory  

Penulis menggunakan teori legitimasi dan validitas hukum pada tingkat 

menengah penelitian ini. Dan Priel mengatakan, “legitimacy deals with the moral 

or political question, “what gives any particular putative law-maker the right to 

demand that one should, prima facie, obey?””
29

 Hal ini menunjukkan bahwa 

legitimasi berkaitan dengan pertanyaan moral dan politik tentang mengapa 

parlemen menuntut masyarakat untuk patuh. Kemudian Priel juga menyampaikan, 

“the political question of legitimacy asks “what political conditions need to be in 

place for law to bind those subject to it?””
30

 yang dimaknai sebagai pertanyaan 

politik dari legitimasi bahwa kondisi politik yang seperti apa yang seharusnya 

diletakkan agar hukum dapat mengikat subjek hukumnya. Berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini, moral dan politik selayaknya diutamakan 

dalam pembentukan kaidah-kaidah hukum pengelolaan nonakademik agar kaidah 

tersebut bukannya dapat memberikan kepastian hukum tetapi juga dapat diterima 

oleh masyarakat.   

Kemudian, terkait dengan validitas hukum, teori ini adalah salah satu teori 

yang krusial dalam perkembangan ilmu hukum karena memberikan pedoman 

tentang apa dan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum agar dapat diberlakukan 

secara legitimate dan valid di masyarakat yang apabila perlu dapat dilakukan 

dengan paksaan asalkan memenuhi syarat-syarat berikut:
31
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a. ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus diformulasikan dalam aturan 

formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang, traktat dalam 

aturan internasional atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan; 

b. ketentuan formal tersebut harus dibuat secara prosedural, misalnya undang-

undang harus dibuat oleh parlemen; 

c. ketentuan tersebut tidak memungkinkan untuk dibatalkan secara hukum; 

d. ketentuan formal tersebut juga tidak cacat hukum atau bertentangan dengan 

ketentuan yang berada di atasnya; 

e. ketentuan tersebut harus dapat diterapkan oleh institusi pelaksana hukum, 

seperti kepolisian, kejaksaan dan kepolisian; 

f. harus adanya penerimaan dan kepatuhan dari masyarakat atas ketentuan 

formal tersebut; dan 

g. adanya keharusan ketentuan formal tersebut untuk sejalan dengan jiwa bangsa 

yang terkait. 

Menurut J.W. Harris, suatu aturan hukum positif dinyatakan valid apabila 

memenuhi elemen-elemen pengukur berikut:
32

  

“Valid/1 conforms to a particular higher rule ("is not ultra vires', 'is not 

void"). 

Valid/2 is a consistent part of a legal normative field of meaning ("is a 

member of a (momentary) legal system', 'is legally binding, is the law"). 
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Valid/3 corresponds with social reality ("is affective','is in force'). 

Valid/4 has an inherent claim to fulfilment (is good", = 'deserves respect', 

'is binding', 'ought to be observed (on moral or political grounds)".  

Valid/5 is part of a transcendent normative reality.” 

Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kriteria valid, kaidah hukum 

senantiasa mempertanyakan mengenai: 

a. adanya keselarasan dengan ketentuan terkait yang lebih tinggi sehingga 

aturan tersebut tidak berada di luar jalur; 

b. merupakan bagian yang konsisten (subsistem) dengan aturan hukum yang 

telah ada saat ini; 

c. berkesesuaian dengan kondisi sosial di masyarakat (aspek sosiologis) 

sehingga dapat diterapkan secara efektif; 

d. adanya kecenderungan secara internal untuk dihormati karena alasan moral 

dan politik; dan  

e. merupakan bagian dari kenyataan normatif yang bersifat transedental (aspek 

ontologis). 

Penggunaan teori legitimasi dan validitas hukum ini ditujukan untuk 

menganalisis pengaturan atau norma dalam pengelolaan nonakademik pada PTN 

BH yang dapat memenuhi unsur dan/atau syarat legitimasi dan valid supaya 

mengikat dan diterima oleh masyarakat. Sehingga, konstruksi hukum yang valid 

dan legitimate dalam pengelolaan nonakademik di PTN BH tersebut sesuai 



dengan kondisi dan dapat dipatuhi masyarakat yang pada akhirnya membantu 

membawa PTN BH pada kemandirian dan tercapainya tujuan pendidikan.  

3. Applied Theory  

Penulis menggunakan teori sistem pendidikan tinggi pada tingkat mikro 

penelitian ini. Sebagai Bapak Pendidikan, Ki Hadjar Dewantara menyatakan 

bahwa pendidikan merupakan usaha kebudayaan yang dilakukan untuk 

memberikan pedoman dalam hidup agar jiwa raga siswa dapat tumbuh dalam 

garis-garis kodrat pribadinya, pengaruh-pengaruh lingkungan dan mendapat 

kemajuan hidup lahir batin.
33

 Menurutnya, tahap akhir dari pendidikan adalah 

terbentuknya manusia yang memiliki moral Taman Siswa, yakni manusia yang 

mampu melaksanakan Tri Pantangan: tidak menyalahgunakan kewenangan atau 

kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan dan tidak melanggar 

kesusilaan.
34

 Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah tidak hanya untuk 

meningkatkan kecerdasan anak tetapi juga menjauhkannya dari perbuatan jahat. 

Ki Hadjar Dewantara mengemukakan bahwa ada 7 prinsip dasar dalam 

mengelola lembaga pendidikan yang juga dijadikannya sebagai fondasi dalam 

pendirian lembaga pendidikan Pergerakan Kebangsaan Taman Siswo (selanjutnya 

disingkat “Taman Siswa”) pada Juli 1922 di Yogyakarta, yaitu:
35
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a. hak menentukan nasib sendiri, yakni perlunya memperhitungkan tuntutan 

kebersamaan dari masyarakat yang harmonis sebagai prinsip dasar lembaga 

pendidikan ini serta tertib dan damai yang menjadi tujuan tertingginya; 

b. siswa yang mandiri, yakni ditujukan untuk mendidik siswa agar menjadi 

mahluk yang bisa merasa, berpikir dan bertindak secara mandiri; 

c. pendidikan yang mencerahkan masyarakat, yakni anggota masyarakat harus 

diberikan pencerahan terkait dengan masa depan sebagai imbas dari sulitnya 

memenuhi kebutuhan hidup yang menumpuk akibat pengaruh peradaban 

asing; 

d. pendidikan harus mencakup wilayah yang luas, yakni perluasan pendidikan 

rakyat harus mencakup wilayah yang luas agar manfaat pendidikan dapat 

bertahan dengan lama; 

e. perjuangan menuntut kemandirian, yakni keinginan untuk bebas dari ikatan 

yang menindas dan tradisi yang menekan dan tumbuh dalam kekuatan dan 

kesadaran kaum bumiputera; 

f. sistem ketahanan diri, yakni kemampuan untuk bisa bertumpuh pada 

kemampuan diri sendiri sebagai pedoman operasional Taman Siswa; dan 

g. pendidikan anak-anak, yakni tujuan pembentukan Taman Siswa adalah untuk 

mendidik anak-anak karena Bumiputera tidak meminta hak selain diberikan 

akses untuk melayani anak-anak. 



Ki Hadjar Dewanatara percaya bahwa pendidikan adalah untuk memajukan 

kehidupan bangsa secara menyeluruh dengan fondasi nilai-nilai kemerdekaan 

yang asasi dan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, 

kebiasaan, status ekonomi dan status sosial.
36

 Terkait dengan PTN BH, 

seyogyanya pengelolaan nonakademiknya dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan pedoman-pedoman yang diwariskan oleh Ki Hadjar 

Dewantara agar PTN BH tidak hanya dapat dinikmati oleh para kapitalis tapi juga 

semua warga negara sesuai dengan amanah konstitusi. 

E. Definisi Operasional 

Terdapat beberapa definisi operasional atau istilah yang digunakan sebagai 

pedoman dalam penulisan proposal penelitian ini agar tidak terjadi perbedaan 

penafsiran. Adapun definisi operasional adalah sebagai berikut: 

1. Kemanfaatan hukum adalah salah satu tujuan pembentukan hukum, selain 

tujuan keadilan dan kepastian hukum. Dalam penegakkan hukum, 

seyogyanya mempertimbangkan kemanfaatan dari hukum tersebut terhadap 

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan menurut Bentham baik atau buruknya 

suatu kebijakan dapat diketahui dengan melihat apakah kebijakan atau 

tindakan tersebut, membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait.
37

 

2. Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang memastikan bahwa 

hukum dapat dilaksanakan karena telah tertuang dalam peraturan tertulis. 
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Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum 

merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa pihak-pihak yang 

berhak menurut hukum memperoleh haknya dan bahwa putusan yang telah 

ditetapkan dapat dilaksanakan.
38

 

3. Konstruksi hukum merupakan cara untuk mengisi kekosongan hukum atau 

peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum.
39

  

4. Landasan hukum dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan baku yang menjadi 

pedoman dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiaan tertentu.
40

 

5. Otonomi perguruan tinggi berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 22 

Ayat (1) adalah hak perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya 

sebagai pusat penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. 

6. Otonomi pengelolaan di bidang akademik, menurut Pasal 64 Ayat (2) UU PT 

adalah kewenangan perguruan tinggi untuk menetapkan norma dan kebijakan 

operasional serta pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. 

7. Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik, menurut Pasal 64 Ayat (3) UU 

PT adalah kewenangan perguruan tinggi untuk menetapkan norma dan 

kebijakan operasional serta pelaksanaan terhadap organisasi, keuangan, 

kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana. 
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8. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat “PTN”, adalah 

Perguruan Tinggi yang dibentuk dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah 

sebagaimana Pasal 1 Ayat (7) UU PT. 

9. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang selanjutnya disebut “PTN 

BH”, sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) PP Nomor 26 Tahun 2015, adalah 

perguruan tinggi negeri yang dibentuk oleh pemerintah dengan status sebagai 

badan hukum publik yang otonom.  

10. Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum, yang selanjut disingkat 

“PTN BLU”, menurut UU PT Pasal 96 Poin (d) adalah perguruan tinggi yang 

dimiliki oleh negara yang pengelolaan keuangannya mengikuti Pola pola 

Badan Layanan Umum (BLU). Selanjutnya, menurut PP Nomor 23 Tahun 

2005, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya 

disebut “PPK-BLU”, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 

keleluasaan penerapan praktik bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

11. Perguruan Tinggi Negeri dengan pengelolaan keuangan negara pada 

umumnya, yang selanjutnya disingkat “PTN Satker”, adalah PTN yang 

pengelolaannya berada di bawah naungan kementerian. 

12. Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat “PTS”, menurut UU PT 

Pasal 1 Ayat (8) adalah perguruan tinggi yang tidak didirikan dan/atau 

diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi oleh masyarakat. 



13. Taman Siswo atau Taman Siswa adalah sebuah lembaga pendidikan yang 

didirikan oleh Ki Hadjar Dewantoro pada Juli 1922 di Yogyakarta yang 

menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak pribumi dengan tidak 

menanggalkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
41

 

14. Tridarma perguruan tinggi menurut Pasal 1 Ayat 9 UU PT adalah kewajiban 

yang dibebankan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini adalah 

penelitian normatif yang ditujukan untuk menemukan suatu ketentuan, prinsip-

prinsip dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum 

yang dihadapi.
42

 Peneliti akan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang 

menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum normatif.
43

 Tujuan 

penggunaan jenis penelitian ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang 

terjadi dalam masyarakat terkait landasan hukum serta mekanisme pengelolaan 

nonakademik di PTN BH agar tercipta kepastian hukum dan terhindar dari 

penyelewengan dalam pengelolaannya.  

 

                                                             
41

 Wiryopranoto et al., Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran Dan Perjuangannya., hlm. 57 & 136. 
42

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)., hlm. 

29. 
43

 Soerjono Soekanto and Sri Mamuji Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)., hlm. 13. 



2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan yang 

membandingkan hukum di suatu negara dengan hukum negara lain. Penulis 

membandingkan norma hukum yang berlaku dalam pengelolaan PTN di Amerika 

Serikat, Singapura dan Indonesia. Hal itu dilakukan karena 7 dari 10 perguruan 

tinggi terbaik di dunia diduduki oleh perguruan tinggi dari Amerika Serikat.
44

 

Sedangkan, Singapura dipilih karena 2 perguruan tinggi di Singapura masuk 

dalam 10 besar perguruan tinggi terbaik di Asia.
45

 Selain itu, pemilihan Singapura 

juga didasari karena kedekatan geografis dengan Indonesia dan kesamaan model 

tata kelola kelembagaan yang semi-independen yang diterapkan pada perguruan 

tinggi Indonesia dan Singapura. Penelaahan ini dilakukan agar dapat melahirkan 

rekomendasi dalam penyusunan atau perubahan perundang-undangan. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah data kualitatif dengan penyajian data berbentuk kalimat verbal dan tidak 

berbentuk angka karena berwujud kasus yang bersifat non-probabilitas dan sulit 
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diukur dengan angka.
46

 Jenis dan sumber bahan hukum tersebut terdiri bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau 

autoritatif yang ditetapkan oleh suatu unsur pemerintahan seperti peraturan 

perundang-undangan yang dibuat parlemen, risalah pembuatan peraturan 

perundang-undangan, putusan hakim serta peraturan eksekutif atau administratif.
47

 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l2 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

(5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk 
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dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); 

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas 

Institut Teknologi Bandung; 

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas 

Gadjah Mada; 

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas 

Indonesia; 

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi 

Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta; 

(10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 

2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar;  

(11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya 2018; 

dan 

(12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2000 tentang 

Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, 

Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari kajian 

kepustakaan yang telah terdokumentasi dalam bentuk bahan hukum dan tidak 



didapat langsung dari sumber pertamanya.
48

 Bahan hukum sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian 

terdahulu, pendapat ahli hukum serta buku-buku dan jurnal di bidang hukum yang 

berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan sekunder yang telah 

terkumpul tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, 

metode pengambilan hingga analisis materi penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk 

(guidance) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
49

 Bahan 

hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), bahan pustakan referensi (ensiklopedia) serta bahan berupa 

media internet. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi 

dan menginventarisasi ketentuan dalam hukum positif dan bahan pustaka seperti 

buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian dan bahan hukum lain yang relevan 

dengan permasalahan yang dikaji. Semua bahan-bahan hukum yang terkumpul 

tersebut kemudian diteliti, diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan agar tidak 

bertentangan satu sama lain dan memudahkan penulis dalam proses analitis dan 

konstruksi.  
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5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum 

Teknik pengolahan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan sesuai 

dengan pedoman pengolahan bahan-bahan hukum oleh Marck van Hocke, yakni 

dengan cara menyuktrurisasikan, mendeskripsikan dan menyistemisasikan bahan-

bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam dua tataran, yaitu:
50

 

a. tataran teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum 

sebagaimana hierarki sumber hukum agar diperoleh landasan legitimasi 

dalam menafsirkan peraturan hukum melalui penerapan metode logika, 

sehingga pengelohan bahan hukum yang terkumpul tersebut dapat tertata 

dalam suatu sistem yang koheren.  

b. tataran teleologis, yaitu menyistematisasikan ketentuan-ketentuan hukum 

berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan 

menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya 

menjadi lebih jelas dan berkembang melalui penerapan metode teleologis 

sebagai acuan sistematisasi internalnya. 

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum 

Penulis menganalis bahan-bahan hukum yang telah diolah dengan dengan 

cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. 
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Ada beberapa teknik dalam penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, di 

antaranya adalah:
51

  

a. penafsiran gramatikal, yakni penafsiran berdasarkan tata bahasa sesuai 

dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam sebuah 

peraturan. Pada penafsiran ini, penulis berusaha menelaah segala sesuatu 

yang terkait dengan kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti atau 

makna yang yang terkandung dalam peraturan tersebut; dan 

b. penafsiran historis, yaitu penafsiran yang dilakukan untuk mencari atau 

menggali makna yang terdapat di dalam peraturan agar maksud atau 

keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat perumusannya dapat 

diketahui; 

c. penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang menggunakan hubungan yang 

lebih luas yang terkandung di dalam aturan atau norma-norma hukum. 

Penafsiran ini dilaksanakan dengan mengamati dan mengkaji hubungan 

antara pasal yang satu dengan pasal yang lain secara seksama dan cermat, 

baik yang terdapat di dalam undang-undang itu sendiri maupun dalam 

undang-undang lain agar kandungan maknanya dapat dipahami secara jelas 

dan tepat tanpa adanya keraguan sama sekali; 

d. penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan mempertimbangkan secara 

khusus kondisi masyarakat beserta lingkungannya atau dengan kata lain 
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maksud dan tujuan hukum dilaksanakan sebagaimana kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat secara luas luas; 

e. penafsiran resmi, yaitu penafsiran terhadap sebuah aturan sesuai dengan apa 

yang diberikan atau ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. 

Kemudian, metode konstruksi hukum yang digunakan untuk menganalisis 

bahan-bahan hukum, terdiri dari:
52

  

a. argumentum per analogiam, yaitu metode penemuan hukum melalui analogi 

dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus agar dapat 

menemukan asas yang ada di dalamnya.  

b. Penyempitan hukum (rechtsverfijing), yaitu metode yang menyempitkan 

hukum dengan membentuk pengecualian-pengeculaian atau penyimpangan-

penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum.  

c. argumentum a contrario, yaitu metode yang menjelaskan perundang-

undangan berdasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret 

yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.  

Selanjutnya, dilakukan upaya penemuan hukum (rechtsvinding) dan 

pembentukan hukum (rechtsvorming) yang memiliki sifat praktis fungsional 

melalui penguraian teologis-konstruktif konsep hukum yang seharusnya dapat 

ditemukan dan diformulasikan sebagai dasar untuk menentukan mekanisme 

pengaturan pengelolaan nonakademik pada PTN BH. 
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7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penulis melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif terhadap semua 

bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan dan 

dianalisis. Metode deduktif adalah metode yang biasa digunakan untuk 

pemecahan masalah, terutama untuk penelitian studi kasus. Dalam metode ini, 

norma hukum dijadikan sebagai premis mayor dan peristiwa hukum menjadi 

premis minornya yang kemudian diakhiri dengan sebuah kesimpulan atau 

konklusi.
53

 Artinya, penulis berasumsi dari pernyataan yang bersifat umum untuk 

mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Penulis menarik kesimpulan 

kontruksi hukum pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH agar dapat 

menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana landasan filosofis, sosiologis 

dan yuridis pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH serta bagaimana 

mekanisme pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH tersebut agar tercipta 

kepastian hukum dan menghindari penyelewengan dalam pengelolaannya.  
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